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PERJAN.'IAI'I KERJA SAMA

AIUTARA
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ABERET{*ANA'

PROVIN$! SUMATERA BARAT

DEI\IGAN

DINAS PARIWISATA PROVI$'IS| SUMATERA BARAT

NOMOR: {23 / 5rr /DPPKBKFS.5/V72O18
NOMOR i 156 / Lt06 / DTPAF. ./ vl-2oro

TEruTANG, .

FEMAN FAATAN N OMO R II\I D[, K KEPEI{DIJ DU K,4I{, DATA K EPE[{ DIJ DU ffAN
DAN KARTU TANDA PENDUDI,IK ELEKTROI{IK DAI.Aft! !.AYANAN HNGKUP TUGAS

DINAS PARIWISATA FROVINSI SI'MATERA BARAT

Fada hari ini Senln tanggal dua puluh lirna bulan Jumi tahun dua rih,u delapan belas yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Narna : FI. NovrEai, S.8., M.A*Akt
Alamat : Jl. Rasuna Said l\tro. 81padang.
Jahatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Eerencana, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil provinsisumatera Barat.
dalarn hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencafla, Kependudukan dan Pencatatan Sipl! Frovins! Sumatera Barat yang selanjutnya

2. Nama : Ir. OniYulfian, M. BTM.
Alarnat : Jt. Khatib Sutaiman No.7 padang.
Jabatan : Kepala Dinas pariwisata provinsi sumatera Barat.
dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama Dlnas Parlwisata provinsisumatera Barat yang
selanjurtmya disebut ptHAK KEDUA.

Pi!'lAK KESATU dan PIFIAK KEDT A yang selanjutnya secara bersama-sama dlsebut
PARA Pi FIAK, tertebih da h uI u men eran gku"r*n"guib;; k;ti
1. bahwa PIHAK KE$ATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Provirisisumatera Barat dibidang

kependudukan dan pencatatan sipit yang bertanggung J-awab kepada Gubernur provlnsl
Sumatera Barat;

2. bahwa PIFIAK mhoua adalah unsur pelaksana Femerintah provinsi Sumatera Barat dibidangpariwisata dalarn pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata, pengemnangail
ekonom i krEatif , pen gern ba ngan pemasa ran pariwisata;

L rTTrl,



3. bahwa untuk menindaklanl'r.rti lzin Gubernur Surmateia Barat Nomon

479/866/DPPKBKP5.5/X\/2OL7 Tanggal 14 November 2oL7 tentang Pemanfaatan NlK,

KTP-el dan data Kependudukan atas Surat Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nlomor

BgO/gA5/Dispar-SekreVXAALT Tanggal L6 Oktober 2OL7 perihal Permohonan lzin Hak

Akses dan Pemanfaatan ttlK, Data Kependudukan & KTP-el,

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundanglurndangan sebagai berikut:

1,. [Jnclang-l.]ndang ltomor 23 Taht"ln 20OG tentang Administrasi Kependudukan (Lenrbaran

Negart Republik lndonesia Tahun 2OOO Nomor l24,Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah den$an Undang-tlndan$l hlomor 2z[

Tahun 2013 (l-embaran lVegara Republilq Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lemharan Negara Republik lndonesia Nornor 5a7Q;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan [Jndang-Undang Nomon

23 T ahun 2006 tentang Administrasi Xepend ud ukan (Lembaran Negara Republik I nd on esia
Tahun 2OO7 Nornor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4736)
sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 1O2 Tahun 2OL2
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2072 Nonnor 255, Tambahan l-embaran
lrlegara Republik lndonesia Nornor 5373);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2OOg tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis trlomor lnduk Kependudukan Secara l{asional, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor L12 Tahun ?:OiLs (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 257);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun zCIt1 tentang Persyaratan, Ruang
Lin$kup dan Tata Cara Pemberian l-!ak A[ses serta Fernanfaatan Nomor lnduk
Kepenciudukan (NlK), Data Kependudukan dan Kartt* Tanda Penduduk Elektronik;

5, Peratr.lran Guhernur Sumatera Barat Nomor 5l- Tahr"ln AALZ tentang Pemanfaatan Data
Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat; ' ,,

PARA PIH^AK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pernanfaatan l\omor lnduk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan
Lin$kup Tugas Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

*,*,["i31,1,,*n
Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama'ini 4dalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran
PARA PIFIAK dalam pemanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Dita Kependudukan dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik.

Fasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi pemanfaatan :a. Frlomor lnduk Kependudukan (NIK);
b. Data Kependuclukan; dan
c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTp-el).

pemanfaatam Nomor tnduk 
^#ff;,lotrkan, 

Data xepu"ououkan dan
Kantu Tanda penduduk Elektronik

Pennanfaatan NIK, Data Kependuduhan dan KTP-eldalam rangka mengefektifkan:
a' Sinkronisasi data penerima manfaat dengan menggunakan database kependuclukan yang

berbaslskan NIK;

b' Validasi dan verifikasi dalarn proses petayanan dalam lingftup layanan pll-lA6 KEDUA
dengan menggunakan IUIK, Data KependuuuLan dan KTp-e!; dan



c.

(1)

Perencanaan program kegiatan FlFlAt{ KEDUA dengan n'lenggunakan data agregat
kependudukan;

Fasal 4
Kewa.iiban PARA PIFIAK

PII'IAK KESATU nlempllnyai kewajiban untuk:
a. rnemberikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada PlhlAK KEDUA

berupa nomor KK, NlK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat Iahir, tanggal/bulan/tahun
lahir, agama/kepercayapn, status perkawinan, pendidlkan terakhir, jenis pekerjaan dan
alarnat kepada PIHf{K KEDUA;

b. nrenyediakan jaringan konrunikasi data untuk 1(satu) titik jaringan berbasiskan Virtual
Private Nehnrurk (VPN) IF rnelaluifasilitasi dan koordinasidengan Dinas Komunikasi dan
Informatlka Prbvinsi Sumatera Barat;

c. rnen'lberikan U*r /D kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya ntenjadi tanggung
jawab PIFIAK KEDUA;

d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pernanfaatan
NlK, Data Kependudukan, dan KTF-el atas biaya PIHAK KED!,JA.

PIFIAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
a. mencantumkan NIK yang sudah dijarnin ketunggatannya dalam dokumen yang

diterbitkan PIHAK KEOtjA; 
-

b. mermberikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yang dihasiikan sebagai
data balikan, guna melengkapidatabase kependudukan milik pIHAK KESATU;c. bertang$ungiaw3! sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses
dari PlFtrAK KESATI,I;

e' menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi
yang dlberikan PII{AK KESATU beserta Kartu sec{rre access modwle;f' menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknls danpendampingan ttlqis_irnplementasi pemanfaatan fillK, Data Kependudukan, dan KTp-el;g' mernbantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau *l"r*iioni(
dan

h' menjarnin kerahaslaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannyapenyimpanan data kependudukan yan6 telah diakses oaii pgFlAK mrsniu walaupun
.iangka watrtu perjanjian Kerja Sat.na jnitelalr berakhir.

Fasal E
t{ak pARrt pt}!AI{

PMAK KESATU mempunyai hak r,lntuk:
a. mengawasi pelaksanaan kewajiban FIFIAK KEDU.A;
b' menclapatkan data balikan atas data i<ependudukannya telah diberikan pIFIAK KE$ATUberdasarkan perjanjian Kerja sama Inr, guna *"r"nir*ipi[ri.ori""x.p"rjr[rmn;oun
c' 

1e-ndanatk*n .,rTl11T-kerahasiaan, keutuhan ounLnrnaran data yang diterinna dandlakses PIFIAK KEDUA! walaupun'iang[a-wrro, i;"rLnjian.Kerja sama ini tetahberakhir.

(2)

(1)

(2) PIHAK KEDtjA mernpunyai hak untult:
a' mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan herupa nomor KK, [u!K,nama lengkap, jenis keiamin, tempat . iahir, tangga/buian/tahun laltir,agama/kep:1fryan, status perkawinan, pu"onairnrn terakhir, jenis peker.[aan danalamat dari FilIAK KE$ATU; dan
b' mendapatkan bimhingan teknr's dan pendamplngan teknis Bernanfaatan NIK, Data

Fffffiffi$i:, 
dan Krp-er serra pengernuin'peir*er.ut pembaca Krp-er, atas hraya



Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulal berlaku sej'ak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh
PARA PIHAK sampai dengan tanggal 25 Juni 2O22 dan oapat oiperpinjing itas p.*.ir;*,
FARA PIHAK.

Fasa! 7
Berakhlrnya Ferjaqjian Kerja $ama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabita:
a. jangka waktu perjanjian Kerja Sama telah setesai; atau
b' atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka vuaktuPerjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal I
Keadaan Mema$Esa (Foree Majeure)

ABab,ila ter.ladi hal-hal di luar kekuasaan PARA pltrAK atau keadaan rnemaltsa, dapatdilakukan perubahan peraksanaan perjanjian Kerja sarna rtrr;;Hr;; ;;ffi; HHAK.Keadaan rnemaksa sebagainrana cimatrsud pada ,vut 
-rri- ij#}" ;'*y, kebijakanpemerintah yang mengakibatkan tidak dapat Oifaniuflrlnnya petaksanaan perjanlian Kerjasama ini dan apabita terjadi hat-hat di tuar lrexuasaan pnna elrunx.

Pasa! 9
Pemyelesaian FerselEsrhan

(1)

(2)

(L',)

(2)

(1)

Apabila rlikemudian hari fimbu!
pelaftsanaan perjanjian Kerja Sama
musyawarah untuk mufakat.

permasalahan dalam perlredaan penafsiran danini antara PARA ptHAK akan diseiesaikan u..rrc
Dalam hal musyawarah dan mufakat seba$ainrana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,rnaka akan diseresaikan sesuai dengan k;6tr;; ;;;ffi perunoare{_uniiuiriin.

pasat 10
Evaluasi dan Felaporam

PII{AK KEDIJA berkewajiban membuat taporan herkala penranfaatan NIK, DaiaKependudukan dan KTP-el pu, utr*i.r, uffi:uri ;n"tuk semester,periama dan buranDesernber untuk semester ked;; k;-;Jar" piilit *tffi* .dengan .tembusan DirekturJenderat Kependudukan dan pencatatin Sipif aan Crn"r*r.
PII'IAK i(ESATt, merakukan 

_evaruasi oglrrqrr"r;;,;r" Kependudukan dan KTp_ersecara berkara atas taporan prlrAK nriun seoagairnan, oi*ur^rrd pada ayat (1).PIFIAffi $tEsATU dapat rnelakukan evaluasi pemanfaatan NiK, Data Kepencrnrdukan dan KTp-el sewalttu-waktu.
Flasil evaluasi sebaga:Ti? djm.aksud 

Lrll 1y.ut 
(2) diraporkan kepada Gubernur dengan

lTfr,lutun 
Menteri Dalarn Negeri *.iilul Direktur irnJ*irinupendr"rdukan dan pencatatan

I#:t**
Dalam- !a! grperrultan adanya Fenambahan atau pengurangan mater! perjanliansama ini, nraka dapat dirakurirn'p.irnuhan atus persetu.iuan PARA prHAK.
Pertrbahan sebagalrna5..di*e[*ud pada. ayat (t) dituanglran dalam AdencrunrrneruBakan baglan yang tidak terprsahfan dari Ferjanjian Kerja sama !mi.

{2)

(3)

(4)

(s.)

(2)
Kerja

yang

I q I 't^. I



(3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional.dalam pelaksanaan Perjanjian
: - Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Tenis.

Pasal 12

:li:t ,.'' Pgnutup

Demikian Perjanjlan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), rnasingmasin$ dibubuhi
materai cuXup d-an mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatan$ani PARA

PiHAK.

PIHAKKEDUA


